
 
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR :  2  TAHUN  2011  SERI : C  NOMOR : 1  
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  

NOMOR 2 TAHUN 2011 

 

TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI 

IZIN TEBANG DAN PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEBUMEN, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

: a. bahwa dengan telah diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

maka perlu mencabut Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 

2002 tentang Retribusi Izin Tebang dan 

Pengangkutan Kayu Rakyat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

maka perlu membentuk Peraturan Daerah 
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tentang Pencabutan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 

2002 tentang Retribusi Izin Tebang dan 

Pengangkutan Kayu Rakyat; 

 

Mengingat : 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419);  

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999        

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3888);  

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun       

2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389);  

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
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Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 

2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 
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Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan 

Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4206); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pembinaan         

dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38      

Tahun  2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4737); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Pengesahan, Pengundangan dan 

Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2008     

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 22); 
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Dengan Persetujuan Bersama  

  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

dan  

BUPATI KEBUMEN  

  

MEMUTUSKAN :  

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 

TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN 

TEBANG DAN PENGANGKUTAN KAYU 

RAKYAT. 

 

 

Pasal 1 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tebang 

dan Pengangkutan Kayu Rakyat (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002      

Nomor 31 Seri C Nomor 2) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen.  

 

 

Ditetapkan di Kebumen 

                                                   pada tanggal 9 Maret 2011 

 

 BUPATI KEBUMEN, 

                Ttd. 

 BUYAR WINARSO 

 

Diundangkan di Kebumen 

pada tanggal 9 Maret 2011  

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN, 

 

 
SUROSO 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 

NOMOR 2 

 

 

 

 

 

 
 


